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Variabel
Sistem
Pemberian
Suara

 Sistem pemilu dan penentuan jenis metode pemberian suara
(partai/ kandidat/preferensial)

 Konsekuensi dari jenis metode pemberian suara
 Pola persaingan; 

 Kemudahan pemilih dan perilaku pemilih;

 Model representasi; 

 Pelembagaan partai dan sistem kepartaian. 



Sistem Pemilu
Proporsional
Terbuka

 Pemilih dapat memilih langsung caleg yang menjadi preferensinya

 Persaingan terjadi tidak hanya antarpartai tetapi juga di internal 
partai

 Menitikberatkan pada personal vote

 Peran partai politik terbatas pada mengajukan daftar calon

 Pilihan sistem ini berpengaruh pada model dan jenis kampanye
yang berpengaruh terhadap bagaimana pengelolaan dana 
kampanye

 Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak calon
anggota legislatif



Alasan
Melakukan
Politik Uang

Alasan Melakukan Politik Uang Persentase

Jalan pintas menang pemilu 56,6%

Tidak percaya diri dengan visi-
misi

16,0%

Pragmatisme politik 12,7%

Memanfaatkan kondisi
perekonomian rakyat

4,7%

Tidak adanya kejujuran 1,1%

Tidak tahu 8,9%

Survei Litbang Kompas, September 2018 



Sumber Resmi
untuk
Memberikan
Sumbangan
Dana 
Kampanye

Sumbangan
calon/ partai

Calon

Partai Politik

Sumbangan
Pihak Lain yang 
tidak mengikat

Perseorangan

Kelompok

Perusahaan

Badan usaha
non-

pemerintah



Materi Pokok
Pengaturan
Dana 
Kampanye

Pembatasan

Pengelolaan

Pelaporan

Penerapan Prinsip Keterbukaan (public disclosure)



Laporan Dana 
Kampanye

LADK

LPSDK?

LPPDK



Penerimaan
Dana 
Kampanye
Pemilu 2019

Sumber: LPPDK Pemiilu 2019



Perbandingan
Sumbangan
Caleg Pada 
LPSDK dan 
LPPDK



Dana 
Kampanye dan 
Integritas
Pemilu



Keseuaian
Laporan Dana 
Kampanye
dengan Fakta 
di Lapangan?

 Apakah laporan dana kampanye mencerminkan fakta
pengeluaran kampanye di lapangan?

 Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terbatas pada kesesuaian
pada waktu pelaporan dana kampanye

 Prosedur audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
terbatas bahwa pada informasi yang tertuang pada laporan dana 
kampanye yang disampaikan pada KAP

 Caleg hanya melaporkan dana kampanye ke partai politik, tidak
wajib menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU



Regulasi Dana 
Kampanye dan 
Daya
Jangkaunya
Terhadap
Realitas


